SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBIK INDONESIA

NOMOR 878/SEK/SK/VII/2022

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan
salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka
reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan
nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat, serta meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung
RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, diperlukan
pedoman untuk menyamakan persepsi dan
objektivitas dalam melakukan penilaian;

¢. bahwa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya perlu diganti agar dapat mengakomodir
kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah
dan pesatnya kemajuan teknologi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu
menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung Rl dan Badan Peradilan di Bawahnya.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia,;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/O18/SK/IlI/2006 tentang Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:
MA/SEK/07/SK/IlI/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan format dan isi laporan hasil evaluasi (LHE)
akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Menetapkan lembar kerja evaluasi (LKE) akuntabilitas
kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja pada unit kerja Eselon I
dan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja pada unit kerja Pengadilan Tingkat
Pertama di wilayah hukum masing-masing.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan
pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan
menggunakan teknologi informasi paling lambat
dilaksanakan tahun 2023,

Pada saat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini
berlaku, maka Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan di bawahnya, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggall2 Juli 2022




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR :878/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL :12 JULI 2022

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

BAB1
PENDAHULUAN

A. Pengertian
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian
nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan
akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

4. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan
yang menyajikan simpulan atas implementasi SAKIP dan rekomendasi
yang perlu ditindaklanjuti.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program
yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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Untuk mengetahui sejauh mana Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus
untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi
implementasi SAKIP. Evaluasi ini dibarapkan dapat mendorong Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja
(hasil) instansinya sesuai RPJMN.

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk
memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran perbaikan
dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Mahkamah
Agung Rl dan Badan Peradilan dibawahnya sesuai dengan prioritas
program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bagian yang
inherent dengan SAKIP harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk
melaksanakannya diperlukan adanya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Ri dan Badan Peradilan Yang
Berada di bawahnya.

. Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan
desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri
dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis
evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

PERUMUSAN TUJUAN EVALUASE

-

PENENTUAN RUANG LINGEUP EVALUASI

E 5

FERANCANGAN DESAIN EVALUASI

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUAST

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALTASI



D. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh
mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,
sehingga diharapkan dapat menderong setiap unit kerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya untuk
berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil)
yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Evaluasi akuntabilitas Kkinerja adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk
tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.

b. menilai tingkat implementasi SAKIP.
menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

E. Ruang Lingkup
Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk unit kerja Eselon I
dan Pengadilan Tingkat Banding, serta dibentuk oleh Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding untuk unit kerja Pengadilan Tingkat Pertama.
Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi
SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka
panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja
jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,
pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada
pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;



. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan

kesan nyata {dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya.



BABII
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam
dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang
digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian
utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih
baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya.
Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi
AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur
keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat
dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress);
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala - kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam
melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya
anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan
kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan
perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut
adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web.
Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi
merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga
kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar
pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang
perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan
profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan
dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian
kelayakan /progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-
masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan
desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan
secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;
3. Metode pengumpulan informasi;



4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;

5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab -
akibat); dan

6. Analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu

dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi,
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

1.

Kebutuhan SDM Evaluator

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang
memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan
kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi
standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas
yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil
evaluasi AKIP yang berkualitas.

Perencanaan Evaluasi AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam
keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja
(framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam
melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa
hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi
AKIP, yaitu:

a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi;

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;

c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat
dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation)
Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen
ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP.
Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui
reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan.
Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi
kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana
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Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah
misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan
strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi
pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta
keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

b. Evaluasi Terbatas
Evaluasi ini menggunakan langkah:langkah pada evaluasi
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi,
pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas
kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut
atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi
untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada
penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan
program tertentu.

c. Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut “Evaluasi”
saja)
Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan
evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian
di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP
maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi
AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak
harus dilakukan terhadap seluruh elemen, wunit, atau pun
kebijakan, program, dan kegiatan pada Mahkamah Agung Rl dan
Badan Peradilan di bawahnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan
pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji
petik (sampling) atau pernilihan beberapa elemen, unit, atau pun
kebijakan, program, dan kegiatan.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP
1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan

dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator

perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan

dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada

pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih

cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP



sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk
memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei
sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset
terapan (applied research), survei target evaluasi (target group),
penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-
parametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross
section analysis}, analisis kronologis (time series analysis), tabulasi,
penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-simbol, dan
sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi

AKIP akan bergantung pada:

a. Kedalaman evaluatan (Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di
bawahnya) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;

b. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content)
permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan
berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu
juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam

pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a. Chekclist Pengumpulan Data dan Informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi
yang akan diisi dan dipenuhi oleh unit kerja pada Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya secara mandiri.
Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen,
data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi
AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden)
dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada
penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia
data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat
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dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui
media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun
digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu
jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan
ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara
lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat
bekerja sama.

Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakukan pe atan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini
dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka
mengamati proses dan jalannya aktivitas.

. Studi Dokiimentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak
secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari yang
dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan
perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik /digital.



BAB 111
MEKANISME EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan,
antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi
yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan
rancangan LHE, reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP,
seperti gambar berikut:

. Pendokumentasian -

Analisis Data

|
i - Pembahasan dan Penyusunan, 2 |
Interprestasi Data #l o Pemantauan Berkelanivtan. |

'

Reviu Rancangan LHE ‘ | Pengendalian Evaluasi

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data
Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan
dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja
Evaluasi (LKE}. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk
memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan
oleh unit kerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di
bawahnya telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau
rekomendasi guna meningkatkan AKIP.
2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE
Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim
evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas
informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE
harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:
a. Nilai/Predikat Hasil Evaluasi
b. Kondisi
c. Rekomendasi
Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan
pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu
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dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang
lain.
3. Reviu Rancangan LHE AKIP
LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan
hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja pada unit kerja yang
dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative
finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan
dikomunikasikan kepada pihak unit kerja yang dievaluasi untuk
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan
secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum
penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas
dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan
yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan
kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan
data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.
Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan
reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali
mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas
LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab
evaluasi.
a. Finalisasi LHE AKIP
Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan
evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh
penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya
reviu berjenjang.
b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP
Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan
mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil
evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan
pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon,
tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada unit
kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam
memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP
Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar
evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi.
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Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada
kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta
tepat biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan

c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau
berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas,
dan/atau penaggungjawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu
hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi.

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim
evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori
hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan

surat tugas dan penerbitan LHE tetap mengikuti kebijakan- kebijakan yang
berlaku.

12



BAB IV
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,

pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama
adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra
Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai
berikut:

Pra Evaluasi AKIP - | Evaluasi AKIP

A. Pra Evaluasi AKIP

1.

Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara

umum tentang unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra

evaluasi, antara lain:

a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama
atau peran dasar unit kerja yang akan dievahiasi;

b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi
perhatian dalam evaluasi; dan

c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara
berkualitas dan sesuai tujuan.

Jenis Data Dan Informasi Yang Dikumpulkan Pada Pra Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa

data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait unit kerja yang akan

dievaluasi, antara lain:

a. Peraturan perundangan yang mendasari;

b. Mandat;

c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;

d. Struktur organisasi;

e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;

f. Permasalahan dan isu strategis;

g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);

h. Aktivitas utama;

i. Sumber pembiayaan;

j- Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;

k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan

L

Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.
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Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak
pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya
pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami unit kerja yang akan
dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data
awal dalam merencanakan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist
pengumpulan data dan informasi, Komunikasi melalui tanya jawab
sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan
informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP
juga dapat dilakvikan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa

cara tersebut.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP
1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun
sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi
merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam
implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang periu
diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan,;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategif/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam
14



penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan
evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja
mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut
kemudian dituangkan dalam LKE, sesuai dengan kriteria masing-
masing komponen. Variabel- variabel tersebut, yaitu:

a.

Komponen
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan
pada setiap komponen.
Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-
komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi

dengan Kkriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

 SubKomponen

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE

kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan
dasar dalam menyusun LHE. Variabel dalam LKE AKIP
dapat dipetakan sebagai berikut:

Kinerja

1. Perencanaan 1. Dokumen 1. Terdapat pedoman  teknis

Perencanaan kinerja perencanaan kinerja.
telah tersedia 2. Terdapat dokumen
- i -a j
panjang.

3. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
menengah.

4. Terdapat dokumen perencanaan
kinerja jangka pendek.

5. Terdapat dokumen perencanaan
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aktivitas yang mendukung
kinerja.

6. Terdapat dokumen perencanaan
| anggaran yang mendukung
| kinerja.

7. Setiap unit satuan kerja
merumuskan dan menetapkan
Perencanaan Kinerja

2.Dokumen 1. Dokumen Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja
telah memenuhi

standar yang baik, |

untuk
hasil

yaitu
mencapai

kinerja yang

2,

telah diformalkan.

Dokumen Perencanaan
Kinerja telah dipublikasikan
tepat waktu.

Dokumen Perencanaan
Kinerja telah menggambarkan
Kebutuhan atas Kinerja

SMART,
menggunakan 4.

(msmdmg) disetiap
logis,

memperhatikan

kinerja bidang lain
{crosscutting) 6.

sebenarnya yang perha dicapai.
Kualitas Rumusan Hasil
{Tujuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi
K]IIEI]&) telah memenuhi
kriteria SMART.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
telah menggambarkan kondisi
Kinerja Utama yang harus
i dicapai, tertuang secara
berkelanjutan (sustainable -
tidak sering diganti dalam 1
petiode Perencanaan Strategis).
7. Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kinerja dapat
dicapai (achievable),
menantang, dan realistis.
8. Setiap Dokumen Perencanaan
Kinerja menggambarkan
: yang
i serta
selaras antara Knndlsz/ Hasil
yang akan dicapai di setiap
~ level jabatan {Cascading).
9. Perencanaan kinerja dapat
' memberikan informasi tentang
hubungan kinerja, strategi,
kebijakan, bahkan aktivitas
dan fungsi lain yang berkaitan
(Crosscutting).
10. Setiap pegawai merumuskan
dan menetapkan Perencanaan
Kinerja.

3. Perencanaan 1. Anggaran yang ditetapkan telah
Kinerja. mengacu pada Kinerja yang
dimanfaatkan ingin dicapai.

untuk mewujudkan | 2. Aktivitas yang dilaksanakan
hasil telah mmduh.mg Kinerja yang
3. Ta.rget yang ditetapkan dalam
! Perencanaan  Kinerja  telah
dicapai dengan baik, atan
setidaknya masih on the right
track.

telah
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. Rencana aksi kinerja

. Terdapat

perbaikan kinerja sebelumnya.
. Terdapat perbaikan
/penyempurnaan Dokumen

dapat
berjalan dinamis karena capaian
kinerja selalu dipantau secara
perbaikan
/penyempurnaan Dokumen
Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis

Perencanaan Kinerja dalam
mewujudkan kondisi/hasil yang
lebih baik.

berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan.

peduli, serta  berkomitmen
dalam mencapai Kkinerja yang

2. Pengukuran
| Kinerja

lﬂengukm'an Kinerja
telah dilakukan

. Terdapat

pengumpulan  data kinerja.

yang jelas atas kinerja dan cara
mengukur indikator kinerja.

mekanisme  yang
jelas terhadap pengumpulan
data kinerja yang  dapat

2. Pengukumn Kinetja
menjadi
kebntuhﬂn dalam
mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan
Eﬁmen dan telah
heqengaag dan
berkelanjutan

6. Pengumpulan data

. Pimpinan selalu terlibat sebagai

- Data kinerja yang dikumpulkan

. Data kinerja yang dﬂnmpulkan

. Setiap

pengambil keputusan (Decision
Maker) dalam mengukur capaian

telah relevan untuk mengukur
capaian kinerja yang
diharapkan.

telah mendulung capaian
kinerja yang diharapkan.
Pengukuran kinerja  telah
dilakukan secara berkala.

level organisasi
melakukan pemantauan atas
pengukuran capaian kinerja unit
dibawahnya secara berjenjang.
kinerja

telah memanfaatkan Teknologi
Inl Mxkam]
capaian kinerja




yang efektif dan
efisien

10.

Jabatan baik
maupun fungsional.
Pengukuran kmer;]a telah

Kebijakan dalam mencapai

m‘lﬁ ia-

Pengukuran  kinerja telah
mempengaruhi  penyesuaian
Aktivitas dalam  mencapai
kinerja.

Pengukuran kinerja  telah
mempengaruhi penyesuaian
Anggaran dalam mencapai
kinerja.
Terdapat efisiensi atas
mencapai kinerja.

Setiap unit /satuan kerja
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.
Setiap pegawai memahami dan
peduli atas hasil pengukuran

3. Pelaporan
Kinerja

. Dokumen Laporan Kinerja telah

- Dokumen Laporan Kinerja telah

disusun secara berkala.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

. Dokiimen Laporan Kinerja telah

. Dokumen Laporan Kinerja telah

dipublikasilcan.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

disampaikan tepat waktu.

informasi
keberhasilan /
kegagalan  kinerja
serta upaya
perbaikan /
penyempurnaannya

6.

Kinerja
disuasun secara berlcualitas

sesuai dengan standar.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

mengungkap seluruh informasi
tentang pencapaian kinerja.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan target
tahunan.

. Dekumen Laporan Kinerja telah

menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan target
jangka menengah.

. Dcﬁmmen Laporan Kmex}a telah

scbelnmnya
Dokumen Laporan Kinerja telah
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menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan realiasi
kinerja di level
nasmm,llintemasional

(Ber -

.Dﬁktmen{.apuranmneqatelah

mznglnfokm kualitas  atas
capaian kinerja beserta upaya
nyata dan/atau hambatannya.

Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan  efisiensi  atas
penggunaan sumber daya dalam

mencapai kinerja.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

menginfokan upaya
perbaikan dan penyempurnaan
kinerja ke depan (Rekomendasi
perbaikan kinerja).

3. Pelaporan  Kinerja

telah  memberikan
dampak yang besar
dalam penyesuaian
strategi / kebijakan
dalam mencapai
kinerja berikutnya

- Informasi dalam laporan kinerja

perhatian
pimpinan

selalu menjadi
utama

@Bertangung Jawab}

. Infarmaal dalam laporan ldn&qa

berkala telah digunakan dalam
penyesuaian  aktivitas untuk
mencapai kinerja.

. Informasi dalam laporan k]nelja.

. Informasi dalam laporan kinerja

telah digunakan dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan
kinerja.
Informasi dalam laporan kinerja
telah digunakan dalam
penyesuaian perencanaan
kinerja yang akan dihadapi
berikutnya.

. Informasi dalam laporan kinerja

selalu mempengaruhi
perubahan  budaya  kinerja
organisasi.

4. Evaluasi
Aluntabilitas
Kinerja Internal

. Evaluasi

Akuntabilitas
Kinerja Internal
telah dilaksanakan

. Terdapat pedoman

. Evaluasi

telmis
Evaluasi AKIP Internal.

Evaluasi AKIP Internal telah
kerja/perangkat daerah.

AKIP Internal telah
dilaksanakan secara berjenjang.

. Evaluasi AKIP Internal telah

dilaksanakan sesuai standar.

. Evaluasi AKIP Internal telah

dilaksanakan oleh
memadai.

SDM yang

. Evaluasi AKIP Internal telah

dilaksanakan dengan
pendalaman yang memadai.




. Evaluasi AKIP Internal telah

| 4. Evaluasi AKIP Internal telah |

dilaksanakan pada seluruh unit |
kerja/perangkat daerah.

dilaksanakan menggunakan
Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Implementasi SAKIP
telah ‘meningkat
evaluasi

karena

Akuntabilit

Kinerja Internal
sehingga

memberik kesar
yang nyata {daimpak)
dalam efektifitas dan
efisiensi Kinerja

. Seluruh rekomendasi atas hasil

. Telah terjadi

. Hasil Evaluasi AKIP Internal

ditindaklanjuti.

peningkatan
implementasi SAKIP dengan
melaksanakan findak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi AKIP
satssaal

telah  dimanfaatkan  untuk

perbaikan dan  peningkatan
akuntabilitas kinerja.

4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal
telah dimanfaatkan dalam
mendukung  efektifitas dan
efisiensi kinerja.

5. Telah terjadi perbaikan dan
peningkatan kinerja dengan
memanfaatkan hasil evaluasi
AKIP internal.

2. Evaluator AKIP
Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI dan evaluator pada Pengadilan

Tingkat Banding dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja unit Eseclon I di lingkungan Mahkamah Agung
Rl dan Pengadilan Tingkat Banding yang dilaksanakan oleh Tim
Evaluator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

b. Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukum masing-
masing yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditunjuk
berdasarkan Surat Keputusan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat
Banding.

c. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

1) Penanggung Jawab
2) Pengawas (Supervisor)
3) Ketua Tim
4) Anggota Tim
yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan
mengisi LKE dan menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada
pihak yang dievaluasi (Evaluatan).
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d. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan satu kali dalam
setahun,
. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada kertas kerja evaluasi.
f. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani
oleh penanggung jawab evaluasi.

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan
“Professional Judgements™ dari evaluator karena terkait dengan
penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja
evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta
penyimpulan data dan informasi.

. Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP terdiri dari:
a. Unit kerja Eselon I pada Mahkamah Agung RI, yaitu:
1) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara;
5) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7) Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

b. Unit kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama pada seluruh lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara.

. Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap
sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.
Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban
AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran Kriteria sesuai
dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Keberadaan

Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
AA 100 telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun
terakhir.
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Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%]) dan

A 90  telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun
terakhir.
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
BB 80 (100%) sesuai dengan mandat Kkebijakan
nasional.

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

B i terpenuhi (>75% - 100%).

ce 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50% - 75%).

C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - 50%).

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
Jika sama sekali tidak ada wupaya dalam

E 0 pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

b. Kualitas

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
AA 100 (100%}) dan terdapat upaya inovatif serta layak

menjadi percontohan secara nasional

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
A 90 {100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa

dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

BB 80 (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
= 20 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

terpenuhi (>75% - 100%).
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

= 60 terpenuhi (>50% - 75%).
50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi {>25% - 50%).
D . Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
Jika sama sckali tidak ada upaya dalam
E 0 pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas

kinerja.



c. Pemanfaatan

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
AA 100 (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak

menjadi percontohan secara nasional

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
A 90 (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa

dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

BB 80 (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.

B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>75% - 100%).

o 6o Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpentuhi (>50% - 75%).

c 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi {(>25% - 50%).

D 30 Jika kriteria pem.lman akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam

E 0 pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa
keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan
relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi
sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.
Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen
memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai
berikut:

Predikat Interpretasi

AA (Nilai > 90 - 100) Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance.
Seluruh kinerja dikelola dengan sangat
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk  pemerintah yang yang
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
Pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level individu.

Predikat Interpretasi

A (Nilai > 80 - 90} Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan di
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bawahnya dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level
eselon 4 /Pengawas /Subkoordinator.

BB (Nilai > 70 — 80)

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat
baik pada 2/3unit kerja, baik itu unit
kerja utama, maupun unit kerja
pendukung. Akuntabilitas yang sangat
baik ditandai dengan mulai terwujudnya
efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal dan
berbasis teknologi informasi, serta
pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 3 /koordinator.

B (Nilai > 60 — 70)

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah
baik pada 1/3unit kerja, khususnya
pada unit kerja utama. Terlihat masih
perlu adanya sedikit perbaikan pada unit
kerja, serta komitmen dalam manajemen
kinerja. Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampai dengan level eselon
2 /unit kerja.

'CC (Nilai > 50 - 60)

Cukup {Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup
baik. Namun demikian, masih periu
banyak perbaikan walaupun tidak
mendasar khususnya  akuntabilitas

Jf

| kinérja pada unit kerja.

C (Nilai > 30 - 50) Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang
dapat diandalkan. Belum

terimplementasi sistem  manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.

| D (Nilai > 0 = 30)

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama
sekali tidak dapat diandalkan. Sama
sekali belum terdapat penerapan
manajemen kinerja sehingga masih perlu
banyak  perbaikan/perubahan yang
sifatnya sangat mendasar, khususnya
dalam implementasi SAKIP.

. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan
reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim
evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh

supervisor tim.
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b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim
evaluator, terutama unituk menentukan standarisasi nilai dan
penetapan kategori hasil evaluasi.



BAR V
PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP
harus menghasilkan LKE dan LHE. LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai
hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan
dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan
berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi
perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian
dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan
argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada unit kerja yang
sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan
informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga
diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-
perbaikan yang telah dilakukan. Fermat LHE dan LKE sebagaimana dimaksud
terdapat pada lampiran 2 dan 3 surat keputusan ini.

Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan
mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi
atau unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi
(tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan
dikomunikasikan kepada pihak instansi atau unit kerja yang dievaluasi untuk
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. LHE terdiri dari
laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.

Hasil evaluasi disampaikan secara formal sekaligus pemberitahuan dan
klarifikasi kepada pihak yang dievaluasi tentang hasil evaluasi dan
rekomendasinya disertai dengan pemeringkatan (rating) hasil evaluasi.
Tujuannya secara manajerial adalah untuk memotivasi agar terus melakukan
perbaikan dan bisa dijadikan contoh bagi yang lainnya (pembelajaran).
Mekanisme penilaian seperti ini dilakukan dan disosialisasikan di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Tingkat Banding, yang tujuannya
adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk LHE yang
ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi serta diserahkan kepada unit
kerja/instansi terkait dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyerahkan LHE unit kerja
Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding kepada Sekretaris Mahkamah
Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Birokrasi selambat-lambatnya bulan September pada setiap periode
evaluasi.
Pengadilan Tingkat Banding menyerahkan LHE Pengadilan Tingkat
Pertama kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl dan Sekretaris
Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya bulan Juli pada setiap periode
evaluasi.

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah umum penulisan Laporan yang

baik, antara lain:
1. Menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan

dan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan
dalam proses penyimpulan dan kompilasi data; dan

2. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil

penyimpulan dan menuangkannya dalam LHE.
Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja wajib

ditindaklanjuti oleh evaluatan dengan ketentuan sebagai berikut:

i.

Semua Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dalam
jangka waktu paling lambat pada saat penyampaian laporan kinerja (LKjIP)
pada tahun berikutnya.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memantau tindak lanjut hasil
evaluasi Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tingkat Banding memantau tindak lanjut hasil evaluasi
Pengadilan Tingkat Pertama, dan melaporkan kepada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung Rl secara periodik 1
{satu) tahun sekali.

Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
PENUTUP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus
manajemen instansi atau unit kerja, dengan ditetapkannya Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, diharapkan para evaluator
dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun
demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-
inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus metode
dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan
dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu
meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di bawahnya.
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR ‘878/SEK/SK/VIl/2022
TANGGAL : 12JULI 2022

FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

. Bentuk dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding serta yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat
Pertama, disusun dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA
........... B S~ {3 }

Nomor @ ...

Lampiran : ...,

Hal : Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja

Yth. (Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan
Tingkat Pertama)
Di

--------------------------------------------------------

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja (Pimpinan Unit Kerja Eselon I/ Pengadilan

Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama) dimaksudkan untuk:
memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

menilai tingkat implementasi SAKIP;

menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang
meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

. Pimpinan Unit Kerja Eselon I/Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan
Tingkat Pertama memperoleh nilai sebesar (angka) atau (kategori).

. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

eROTP



1 |Perencanaan Kinerja 30,00
2 | Pengukuran Kinerja 30,00
3 |Pelaporan Kinerja 15,00
4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00

e
B.Pen1g_ukuranKinex]a
E S| L ———————
C. Pelaporan Kinerja
b lesenuwanen:
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
i T M
kian hasil evaluasi atas Kinerja (Pimpinan Unit Kerja Eselon I/
Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama} tahun ........... ;
dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti
dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan (Pimpinan Unit

Kerja Eselon I/ Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan /
Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

-------------------------

Tembusan Yih:

1.

Sesuai Kebutuhan



2. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding, disusun dalam
bentuk surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada
Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA
........... y veeeramenennass 20,
Nomor  : ...l
Lampiran : ...........c.ccooenn.e..
Hal . Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
Eselon I dan Pengadilan Tingkat
Banding

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Di

---------------------------------------------------------

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl sebagai Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan evaluasi
terhadap Akuntabilitas Kinerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di
lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun ..., dengan metode evaluasi
sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor: .........c........... tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung
RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Laporan hasil Evaluasi
telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan
Pengadilan Tingkat Banding terkait (terlampir) dengan pemeringkatan dan
rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut.

NILAI PER KOMPONEN
UNIT Perencanaa | Pengukura | Pelapora e Nilai
. Hal -
| No. | KERJA n Kinerja n Kinerja | n Kinerja Kﬁ:‘n taklitas Katagori
rja Internal
(30) (30) (15) =

[ 1. | - B ]
z | |
S 1
4. | |
L |




3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut,

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

------------------------

Tembusan Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Sesuai Kebutuhan




3. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
Pengadilan Tingkat Pertama, disusun dalam bentuk surat Pimpinan
Pengadilan Tingkat Banding kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI, dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA

........... y eernesmeennnnns 20000

---------------------

: Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Tingkat Pertama di lingkungan
(PT/PTA/PTTUN/DILMILTI)

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Di

---------------------------------------------------------

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021

tentang  Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah,
(PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) telah melakukan evaluasi terhadap
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.

. (PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) telah melakukan evaluasi terhadap
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun ...., dengan

metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: ..................... tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Laporan hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan
Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir) dengan pemeringkatan dan

rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut.

i NILAI PER KOMPONEN '
Evaluasi o
UNIT Pereneanaa Pengulnfra Pelnpora Akuntabilitas Nilai Ka .
No. | KERJA n Kinerja n Kinerja | nKinerja | . _ gont
: Kinerja Internal
30) 30) @s) 55

1. . :
2. T
B o . B




|
TEREELEE

3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut,
direkomendasikan untuk:

.............................................................

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan
terima kasih.

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

------------------------

Tembusan Yth:

1. Dirjen terkait
2. Sesuai Kebutuhan




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (LEK)

NOMOR  :87 8/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL :1 2 JULI 2022

LINK {jika online) atau bentuk publikasi lain
(menyesuaikan) terutama Renstra, IKU/PK

1 AAN : [
D
Kilteria: . £
1| Terdapat pedoman teknis perencansan kinerja, {1) Juknis/Pedoman Pelaksanaan Evidence kriteria 1 :
Anggaran/Kinetja Dasrah (sebut Nomor dan|Terdapat pedoman teknia perencanaan kinerja (dapat disusun oleh
Tanggal) Biro Perencansaan dar Organisesi Mahkamah Agung)
{2) PEDOMAN perencanaan kinetja internal
(Berisi KUMPULAN; Tusi, IKU, PK
berjenjang, Renaksi MonevBspengukuran
_ kinesja. berkela)
2| Terdapat dokumen perencanaan kinetja jangka panjang, Cetak Biru Pembargan Peradilan 2010 - Evidence kriteria 2 :
2035 g T Cetalk Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035
3| Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangia menengah, Renstra (sebut Nomor dan Evidence kriteria 3 :
' . Dokumen Renstre Satuan Kerja
4|Terdapat dokumen perencensan kinerja jangka pendek, Renja/RKT-FK (sebut Nomor dan Tanggal) | Evidenve kriferia 4 ;
g ’ Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5|Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, Dok Rencans Aksi dan Jadwal Monitoring | Evidence kriteria 5 :
dan Pengukuran Kinerja Internal secara Dokumen Program Kerja / Rencana Aksi
Berkala (misal periode Triwulan)
(Contoh Format Rencana Akai Monev)
6| Terdapat dokumen perencensan anggaran yang mendukung kinerja. RKA/DIPA (Sebut nomar dan tanggal) Evidence kriteria 6 :
Dokumen RKA-KL dan matriks pendanaan pada renstra
1.b|Dokumen Parencansan kinesja telah memenuhi standar yang balk,
yaitu untuk meacapal hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, Sk
menggunakan penyelasasen (cascuding) disetiap level secara logis, 9,00 Dliss
serts memperhatikan kinsrjn bidang lain (orosscutting)
Kriteria:
1{Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Bemua dokumen di atas ada otorisesi Evidence Kriteria 1:
satker, Nomor/tanggal/tdtgn dan atau cap |Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah diformalkan
instanai {ditandatangani)
2| Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, Publilasi ke publik (buktinya menyertakan |Evidenve kriterla 2:

Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah dipublikesikan

melalul website/ papan pengumuman satuan kerja bersamaan
dengan bulan kapan dokumen tersebut diformalkan




Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang periu
dicapai.

Perencanaan kinerja menggambarkan
pohon kinerja (bagi habis berjenjang) untuk
mehcapai tiuan organisas! (proses bisnis)

Evidence kriteria 3 :

Lakukan analisa pads Dolumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT
apakah telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya
yang perlu dicapal

Kuslitas Rumusan Hasil {Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondiei kinerja yang akan
dicapsi,

Rumusan tujuan/saseran tiap jenjang jelas
memandatian kinerja yang harus dicapai

Bvidenve kriteria 4!

Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT
apakah telah berorlentasi hasil,

Berorientast hasil:

- berlouelitas outcome atau output penting

- bukan proses/ksgiatan

- menggambarkan kondisf atau output penting yang ingin diwujudkan

5| Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

Epecific (jelas tujuannya pedomannys 5W 2
Hj

Measurable (dapat diukur dengan %,
jumlah, indeks dl),

Achievable {meskipun menantang tapl
masih bisa dicapai/dijangkan dengan
alasan jelas),

Relavant (sesuai Visl/Misi/Tujuan
ofganisasi/IKU/PK),

Time-Bond Goals (ada penetapan target
perlodilc/antare hinggs target akhir harus
#da kerangks waktu yang jelas)

Evidence kritaria 5:
8MART:

Specific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif {tidak normatif),
tidak bermalma ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta
mendorong ldnetrja suatu unit/ pegawai,

Measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara
pengukurannya.

Agrecable: disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atasannya,
Realiatic: merupakan uluran yang dapat dicapal dan memiliki target
yang menantanig.

Tiine-bounded: memiliki batas waktu pencapaian.

5| Indikater Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang
secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategls),

IKU yeng dijabarkan earl Visi/Misi tertuang
webagai indikator kinerja di Renstra
menggambarkan sebush proses strategl
untuk mencapal hasil akhir secara realistls,
tidak bombastia sehingga harus diubah di
tengah jalan periode Renstra [kecuali
darurat)

Evidence kriteria 6:

Lakukan analisa terhadap dokumen IKU beserta reviunya
(Catatan: semakin sering dilakukan reviu menunjukkan dokumen
tersebut kurang sustainable)

Target yang ditetapkan dalam Perencanean Kinerja dapat dicapai (echievable), menantang, dan realiatis.

Target kinerja tidek hombastis/sesuai
dukungan sumber daya shg dapat dicapai/
membuat ekapektasi di atas target sedildt
selama masih yakin bisa dijanghau dengan
inovesi ateu kerja keras/ berdasarkan
kondisi data dan fakta bukan catatan data
di kertas belaka

Evidence kriteria 7:
Lakukan analisis apakah target yang ditetapkan dalam Perencanasn
Kinerja dapat dicapal (achievable), menantang, den realistis




Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta
selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapal di setiap level jabatan (Cascading).

Perencanaan menunjukkan POHON
KINERJA (Kinerja satlcer dibagi habis ke
bagian, sub.bagian ke staf (pekerjaan di
bawah mendukung keberhasilan kinerja di
atasnya hingga pada Top manajer)

PK Satker dibagi habis ke Bagian; PK
masingx bagian dibagl habis ke sub.bagian
di bawahnye, tiap PK Subag dibagi habis ke
masingx staf di bawahnya

Evidence kriteria 8;

Lakulan analisis apakah sctiap Dokumen Perencanaan Kinerja
menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras
antara Kondisi/Haall yang akan dicapai di setiap level jabatan
(Cascading)

Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan,
bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting),

Dalam Perencanaan kinatja {jika ada
keglatan/esubkegiatan yang saling
berhubungan dengan Baglan/unit lainnys)
harus ada pola. koordinasi {aktivitas
kegiatan/ pendanaan)

[Evidence kriterla 9:

Lakukan analisis apakah perencanaan kinerja dapat memberikan
informesi tentang hubungan kinerja, strategi, kebjjakan, bahksan
ektivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaltan
(Crosscutting)

10

Setlap unit/satuan kerja meramuakan dan menetapkan Perencanean Kinerja,

Perencanaan kerja dibuat getiap
Bagian/Bub.bagian sesuai Tusi dan PK
yang dibagi tugas dari pimpinan
{Contoh Format Rencana Akai Monev)

Evidence knteria 10:
Dokumen PKT unit kerja yang sudah diformalkan

11

Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Semua Pegawad struktural, fungsional, staf
menyusun dan ditetapkan SKP [perjanjian
kinerja awal tahun)

Evidence kriteria 11:
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seturuh pegawai

1.cPerencanaan Kiserja telah dimanfastkan untnk mowajudkan hasil g
e bt 18,00 Belum Diisl
Kriteria: - s
1/Anggar g ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, PK seryai RKA/DIPA (jangan eampal ada | Evidence kriteria 1:
e tusi/keglatan Bidang/sekal yang tidak Lakukan analisis dokumen matrike pendanaan dan RKA-KL apakah
fersedia anggardn) anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin

(Sasaran, satuan, jumlah; harga satuan,
autput)

dicapai,

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

Keglatan dan aktivitas yang dilakukan
efelctif sesuai tujuan yang dicapal
Jadwal aktivitas kerja sejalan dengan
upaya mencapal target

Pelaksanaan kerja terjadwal dan
terorganisir

Evidence kriteria 2:
Lakukan analisis SOP pada masing - masing indikator apakah telah
tmendukung kinerja yang ingin dicapal

[

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapal dengan baik, atau setidaknya masih on
the right track.

Capaian Reaisasi fisik dan keuangan sesual
TARGET, syukur lebih baik kualitesnya

Evidence kriteria 3:

Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi
Komdanas.

Rencana eksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

Monitoring Evalussi berkala sesuai Renaksi
(kegiatan dan jadwal yang ditentukan)
Jadwal monitoring evaluasi kegiatan sesuai
Renaksi (hasilnyn kegiatan,
penaggungjawab, laporan kinerja internal
periodik, daftar permasalahan,
rekomendasi)

Evidence kriteria 4:
Lekukan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi
Komdenas,




wl

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan deri hasil analisis
perbaikan kinetja sebelumnya,

Reviei dokumen perencanaan kinerja jika
mendapat permasalahan yang tak bisa
dihindari

Evidence kritaria 5:
Analisis dolcumen reviu perencanaan kinerja (RKT)

&

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencansan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil
yang lebih bailk,

Reﬁal dbktmen perencanaan kinerja jika
mendapat permasalahan yang tak bisa
dihindari

Evidence kriteria 6:
Analisis dolumen reviu perencanasn kinerja (RKT)

Perencansan kinerja hasil revisi
berdasarkan hasil evalyasi kinetja
sebelumnya
7| Betlap unit/eatuan ketja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapal kinerja yang telah | Kormitmen setiap unit/begian Evidence kriteria 7:
direncanakan, melakeanakan perencanaan kinerja Dokumen rapat capalan kinerja secara berkala {Undangan, Daftar

Memiliki laporan kinerja unit secara
periodik hingga mencapal hasil {sesual PK)

hadir, notulenai, Foto kegiaten)

Setiap Pegawal memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah
direncanakan,

Kamitmen setiap ASN melaksanakan
persncanaan kinerja

Memiliki Catatan kinerja harian dan atay
laporan kinerja individu (sesuai SKP)

Evidence kriteria 8:
Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar
hadir, notulensi, Foto kegiatan)

pengukuran
data kinerja (Daser, tujuan, manfaat, Tuai
wesuad Proses bianis, IKU, PK dan
penanggungiawab (dilampirl semus SOP
pengumpulan data kinerja per-PK, Jadwal
Monev pengukturan kinerja assual Renaksi)

2 |PENGUEKURAN KINERJA 30,00 Ir=p
SJW' ke Kisiecja telah dilikukan 6,00 Belum Dilsi :
1 at pedoman teknls pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinesja. 8K Juknis pengumpulan dan i Evidente kritaria 1:

Dakumen pedoman teknis pengulturan kinerja dan pengumpulan data
kinerja

L]

Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas Kinerja dan cara mengukur indikator Kinerja.

Setiap data kinerja PK dari KU diramuskan
deskripai/gambaran penguluran yang jelas
{berpedoman 5 W+2 H)

[Contok Format Kamus IKU)}

Evidence kriteria 2:
Dolcumen [KU dan penjelasannya

4]

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan,

Terdapat kebijakan dan atau SK SOP
pengumpulan data kinerja

Evidence kriteria 3:
Mekanisme pengumpulan data yang memadai:

- Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang
up to date;

- Ada kemudaban untuk menelusuri sumber datanya yeng valid;

- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang
berkepentingan;

- Terdapat penanggungjawah yang jelas;

- Jelas waktu deliverynya;

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data




Pengukuran Kinetja telah menjad) kebutuhan dalam mewnjudian
Kinsgia socara Bfektlf dan Efisien dan telah dilainsksn secara
berjenjang dan berkelanjutan

2,00

Belum Diini

Pimpinan selalu teribat sebagal pengambil keputusan (Decision Maket) dalam mengukur capalan

kinetja.

Beoual Jadwel Monev/pengukuran
(mengundang, memimpin Monev, memberi
telomendpsi jika ada kendala capaian
target sesual hasil pengukuran kinerja)

Evidence kriteria 1:

Dokumen rapat monev capaian kinerja aecara berkala (Undangan,
Daftar hadir, notulsnsi, fota kegiatan) dan atau wawancara dengan
pimpinan

b

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur cepaian linerja yang diharapkan.

Jenis data sesual tujuan pengukurannya;
misaluys hasil pengukuran perkara tepat
waktu, tepat waktu sesuai dengan
pengertian batasah dan definisi operasional
yeng telah dijelaskan dalam kamus KPI dan
atau dolwmen lain dengan maksud sama

Evidence kriteria 2:

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;

= Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebsnarnya atau bukt
yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;

- Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang

memacai atau terstruktur {tidak bersifat dadakan);

- Data kinerja yang diperoleh tepat waktu;

- Data yang dikumpulkan memilild tlngkat kesalahan yang minimal;

1]

Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerjs yang diharapkan.

Nomor 2 diinterpretasikan kualitasnya apa
sdh mendukung pencapaian kinerja

Evidence kriteria 3:

Emonev Bappenas (Eselon I)

Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Hingkat Banding dan Tingleat
Pertama)

Pengukuran kinerjs telah dilakukan secara berkala.

Terdepat Penjadwalan/laporan monitoring
pelaporan kinerja secara berkala
{Contoh Format Pemantauan Kinerja)

Evidence kritetia 4:
Dokumen capaian kinerja berkala dari Xomdanas

2]

Setiap level organisasi melakukan pemantauan ates pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya

Terdapat Laporan Monev masing-masing

Evidence kriteria 5.

secara berjenjang, Jenjang seauai jadwal Renakel Emonev Bappenas (Easlon J)
Data SIFP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama)
6|Pengumpulan dats kinerja telah memanfastkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 'l‘erdapat Pengumpulan data kinerja Evidence kriterla 6:

ininimrial menggunaken aplikast sederhana
dengan rumus-rumus excell (sheet-gheet
per PK)

Data Komdanas, SIPP, MIS

7|Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologl Informasi {Aplikasi). Terdapat Pengukuran kinerja per PK Evidence kriteria 7:
[membandingkan taret dengan capaian per |Data Komdanas, SIPP, MIS
periodik shg tampak grafik dan
keterangannya

3.c{Pengukuran Kinerja telak dijadikan dasar dalam peniberian Reward
dan Punishment, seria penyesuaian strategi dalam mencapai kinezja| 15,00 Balaom Diisd
yang efekilf dan eflsien

Pengukuran Kinerja telah menjadi desar dalam penyestiplan {pemberian/pengurangan) tunjangan

kinerje/penghasilan.

Terdapat kebijakan pemberian Tukin terkedt
dengan Kinherja

Rekap Pengajuan Tukin update 3 bulan
terakhir

Evidence kritetia 1:
Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan

2| Pengulturan Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik strulttural Hasil pengukiran menjadi dasar Evidence kriteria 2;
maupun fongsional., menerbitkan keputusan Doltumen Baperjakat
pensmpatan/penghapusan jabatan
3| Pengukuran kinerja telah mempengaruhl penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Hasil pengukuran menjadi dasar Evidence kriteria 3:

penyesuaian organisasi

Kebijakan pusat a.l. Perma 7 Tahun 2015




Penguluran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja,

Hasil pengukuran kinerje yang lahi menjadi [Evidence kriteria 4:

dasar menentukan strategi pencapaian
kinerja berjalan

Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamar
Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil
Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen
reviu 80P

Pengadilan Tk Pertama: rapet intern menindallanjitti hasil rakerda
dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manejemen, dokumen
reviu SOP,

Pengulkuran kinerja telah mempengaruhl penyesuaian Kebijakan dalam mencapal kinerja.

Evidencs kriteria 5:

Unit Kerja Eselon [: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamer
Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil
Rapat Pleno Kamar, doktimen rapat tinjauan mansjemen, dokumen
reviu S0P

P Tk Pertama: rapat intermn menindaklanjuti hasil rakerda
dan evaluasi kinetja, dokumen rapat tinjauan mansjemen, dokumen
reviu SOP,

Penguldran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktvitas dalari mencapal kinerja,

Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi
dasar merumuskan aktivitas kinerja dan
perbaikan dalam mencapal target ldnerja
berjalan

Evidence kriteria &:
Kebijaken pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran

ﬂkngumrm kinerja telah mempengarubi penyesuaian Anggarsn dalam mencapai kinerja. Hasil pengukuran menjadi dasar Evldem lerituria 72
penyesuaian anggaran (tambsgh/kurang) :}fpbﬁakan pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran
8[Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat laporan pertenggunglawaban yang Evidenoe ktiteria 8:
menunjukken sfisiensi/ penggunean Kebijalean pusat a.l. hasil reviu revisi anggaran
nggaran :
{Contols Analisis Efisiensi)

0

Setiap unit/satuan kerja memahami den pedull atas hasil pengukuran kinerja.

Unit merumuskan tindak lanjiat dan
melaksanakan rekomendasi hagil
pengukuran kinesja

Evidence kriteria 9:
Dokumen rapat capalan kinerja secara berkala (Undangan, Daftar

‘hadir, netulensi, Foto kegiatan)

10

Betiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja,

Setiap pegawal merumuskan tindak lanjut
dan melaksanakan rekomendasi hasil
pengukuren kinerja (PK PNS/SKP akhir
tahunj

HBvidence kriteria 10:

Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangsn, Daftar
hadir, notulensi, Foto kegiatan)




3 |PELAFORAN KINERJA 15,00 ) T
8.8 Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinsrje 3,00 Belum Diisj =p—
1| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. t LKJIP yang telsh disusun sesual  |Evidence kriterla 1:
format yg tersedia dokumen LKj dengan Dokumen LKjiP
Lamp 2 Permenpan 53/2014
(Contoh Format Laporan Kinerja)
2| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secars berkala. LKj disustin pertrivulan/berkala sesual Evidence kriteria 2:
hasil penilaian kinerja/Monev pertriwulen  |Dokumen LKJIP tahun sebelumnya
(Contoh Format Pemantanan Kinerja)
3|Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. LKj sudah ditetapkan Pimpinan Evidence kriteria 3:
(Keputusan/Penetapan cap tandatangan}  |Doltumen LKJIP yang telah diformalkan
4|Dokumen Laporan Kinerja telsh direviu. x Evidencs kriteria 4:
Ada bukt! LKj direviu APIP untuk Dokumen reviu LEJIP
memperoleh kayakinan terbatas bahwa LKj
menyajikan informast andal, akurat dan
berkualitas sesugi Lamp III Permenpan
53/2014
(Contoh Format Sistematika Laporun
Kinerja)
5| Dokumen Laporan Kinerja telak dipublikasikan, LEj dipublikasikan di webaite satier Evidence kritesia 5:
_ biip/ /isatker,..... Publikasi dokumen LKjIP pada Website unit keria
6/ Dokumen Laporan Kinerja telah diaampaikan tepat waktu. |Tanggal penyampaian ke atasan/ pihak  |Evidence kritéria 6
terkait tepat waktu (Triwilan dan akhir Dolcumen pengiriman LKJIP ke Bawss dan BUA
ﬁun dengan bukil ekepadiai pengiriman
)
3.b| Dokumen Laparan m:;g. telah memenuhl Btandar hiu%mhum
Kuslitas atay Pencapaian Kinetja, informast ksberhasilan/kegagalan
kinagje serta upays perbaiken/penysmpurnaannya 4,50 Belum Ditel

Dokumen Laporen Kinerja disusun secara berkunlitas scsual dengan standar,

Slstematika dan substansi benar seatal
Lamp 2 Permenpen 83/2014

{Contoh Format Laporan Kinerja dan
Sisteratika Laporan Kinerja)

Evidence kriteria 1:

Bangingkm dokumen LEKjIP dengan Permenpan Nomor 53 Tahun
201

i)

Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

“|Target dan Realisasi seluruh
sagaran/indikator PK
{Contoh Format Kamua IKU)

Bvidence kriteria 2:
Lekukan analisis dokumen LKjIP

3| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tabunan, Dikaitken dengan target pada RKT, dan PK |Evidence kritsria 3:
Lalcukan analisis dokumen LKjIP
4| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka Dikaitkan dengan target pada RKT, dan PK |Bvidence kriteria 4:

menengah.

Renstra

Lakukan analisis dokumen LEKJIP




o

Dokumen Laporen Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja
tdlun-tahun sebeslumnya.

Memuat analisis target dan realisasi tahun
gebelumnya sebagal pembanding dan
kepinambungan dari tahun ssbelumnya
pada periode renstra stau tahun sehelum
periode rensirp berjalan karena target
kinetjn yanig dipsrjanfilian berhubungan dg
ouftcome yang dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnys, sehingga
terwizjud kesinambungan kinetja setiap
tahunnya

(Contoh Pormat Laporsn Kinetja dan
Bistematika Laporen Kinerja)

Evidence kriteria 5:
Lakukan analisis dokumen LKjIF

Dokumen Laporan Kinerja télah menginiokan perbandingan realisasi kirierja dengan realiasi Kiners, di
level nasional/internagional (Benchmark Kinerja).

Memuiar anaiisis targst dan realisasi tingiat
nasional (benchmark) sebagal pembanding
sebagal pembasiding Judgment evaluator;
Gunakaii capalan kdnerja unit sejenis

herdasarkan ukiiran capaian rate-rata nilai |

Evicln_ride keriteria 6:
Lakukan analisis dokumen LKjIP

Capaian LKj pada satker di wilaysh
7| Dokumen Teporen Kinerja télah menginfokan kualitss atas capaian kinetja beserta upaya nyata Laporan memuat keberhasilar dan Bvidence kriteria 7:'
dun/atan hambatennya, kagmu;:nn (ika ;dna dan upeya mencapai | Lakuksn analisis dokuman LKjIP
iﬂwt ‘hambatan

".‘iﬂi‘m mjal.u {mluui Kineja |

i

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan e/isiens| atas pengginaan sumbsr daya dalam mencapal

Annlish sﬁlie_ntl sumber daya dihitung per
sasaran dan indikator PK dengan rumus--
>100%-{tealivasi anggeran/target
ariggaranx100%)

[Centoh Format Ariplisis Efisiensi)

Evidence kriteria 6:
Lakukan analisis dokumen LKJIP

Dokumen Laporen Kinerja télah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depen
(Rekomendeaai perbaikan kinerja),

Laparan kinetja triwulan (sssuai Renaksi
dan jadwal Monev) menghasilkan
Rekomendas! perbaikan kinerja (jika ada

Evidence kriteria 9;
Lakukan anslisis dokumen LKjIP

target yang belum maksimal
[Sheet Contah_2.b4)
penyssuaian strategl/kobijakan dalum mencapai kinesa besikutoys | 7,50 Belum Diisi

Informasi delam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab),

Pimpinan menetapkan Renakai/Jadwal
Monev dan pengukuran kinerja
periodik/langsung memimpin Monev atau
pengukuran/memberi rekom

(Contoh Format Pemantauan Kinerja)

Evidence kriteria 1;

Doktamen rapat capalan kinerja secara berkala dengan dipimpin
langsung oleh pimpinan (Undangen, Daftar hadir, notulensi, Foto
kegiatan] dan atau wawancara dengan pimpinan




Penysfian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawad.

Bemua menyumbang data kinerja sesuai
peran/tusi/mandat/PK sesuni target
kinetjn pericdik [BOP pengumpulan data

Bvidence kriteria 2:
Daoltttmen rapat capalan kinerja secara berkala dengan melibatkan
peluruh pegawal (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan)

3|Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunekan dalam penyesueian aktivitas untul mencapal  |Informesi data kinerja untuk penyesuaian Evidenee kriteria 8:
kinerip, ) aktivitas Lakukan analisls dokumen [KiIP
4|Informasi dalath laporan kinerjs berksla telah digunpkan dalam penyesualan penggunaan anggaran Informasi data kinerja untuk penyesuaian [Bvidencs kriteria 4:
untuk mencapai kinerja, _ anggaran Lakukan analisis dokumen LKjIP
5|Informeei dalam laporan kinerja telah digunakan delam evaluasi pencapaian keberhasiian Kinerja. Informasi data kinerja untul psnyesuaian |Evidence kriteria §:
evalpasi pencapaian kinerja Lalcukan analisis dokumen LIGIP
6|Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyssuaian perencanasn kinerjd yang akan Informasi data kinerja untuk penyesualan |Evidence kriterla 6:
dihadapt berijastnye. perencanigan kinerja berlkutnya Lelkukan analisis dokumen LKjIP
7| Informasi dalam laporan kinerja gelaiu mempensnrhhi perubahan budaya kinerja orgarisasi, Informasi dati-kinufjl uritul peryesualan |Evidence kriteria 7:
buday= kindrja i __|Lakukan analisis dekumen LKjIP
4 A8 JA N 28,00 | © AL
4.2 Kinesjn Internal telah 5,00

Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Belum Diis) = % '
J&%bﬁmﬂm ditstapkan BUKU PEDOMAN

TEKNIS Pelaksangan Evalugsi AKIP

den akhir tahun {sesnai
meksnisme | SOF pengumptlan data
dnes

Evidence kriteria 1:
Dokumen pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinstja

Bvahuasi Akuntabilitas Kinerja Intefnal telah dilaksanakan pada selaruh unit ketja/perangkat dasrah.

Terdépat buktl doiumen LAPORAN Rasi
evaluasl internal pertriwulan perbaglan dan
lenglkap sesypai PK.

Evidence kriteria 2:
Dokumen Iaporan hasil evalunsi akuntabilites kinerja

mekanisme pengumpulan data kinerja 8OP
secara berjenjang (deri staf ke Sub.Bag—>
Kabag --> Ses-—> Pimpinai satker

(target/realisani/ hambatan/rekomendasi)
3|Evaluasi Aleuntabilitas Kinerja Internal teiah dilaksanakan secars berjenjang. LAPORAN EVALUAST RINBRJA MASING-  |Bvidence kriteria 2
MABING Bagian/Sub,Eagian seauai Dakumen laporan hagil evaluasi akuntabilitas kineja

PEDIOMAN/ standar, dilakulan setlap PK

Bub.Bag/Bagian /Pimpinan sesual Julmis &
8OP

{dikompilasi subag Perencanan/Ortala)
4.b|Bvaluzal Akuntabilitas Kinejs Internal telsh dilaksanaskan secarm ,
berkuafitas dengan Snmber Daya yang taemndad s ioas m . :
1| Evaltiasi Akuntabilitas Kinerja Interndl felah dilaksanakan sesuai standar. BEVALUABT DILAKSANAKAN SESUAI Evidence kriteria 1

Lakukan analisie atas hesil evaluasi akuntabilitas kinerja

Evaluasi Akuritabilitas Kinerja Internal telah dilaksenzken oleh SDM yang memadai.

KAPABITAS S0M EVALUATOR (seaval
kewenangan/pernah ikut
pelatthan/mendapat sosialisasi),

gkill untuk Pekerjaan Teknia dan TAKTICAL
menyenglkut Pengelola
Keuangan/PBJ/Bendaraha dan lainnya
yang membutuhkan kompeteanai teknls dan
perlu sertifikasi/keahlian tertentu, jumiah
memadai sesual kebutuhan

Evidence kriteria 2:
BK Tim Evaluator AKIP, serifikat diklat SAKIP




Evaluasi Akusitabilitas Kinerja Internal telah dilaksenakan dengan pendalaman yang memadai.

KUANTITAS DAN KUALITAS DATA KINERJA
merupakan upaya kritis hasil analisis data
¢lan pendalaman di lapangan
(iembandingken target dengan realisasi/
faktor pendulung dan penghambat sesuai
anallsis risiko/ rekomendasi/ rencana
tindak lanjut)

Evidence Lriteria 3:
Lakukan analisia atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Evaltasi Akuntabilitas Kinerja Interndl telah dilakaenakan pada seluruli unit kerja/perangkat daerah.

Sumber data atau LAPORAN Evaluasi
Kinerja Intemnal lengksp dari semua
pengampu PX (Sub.Bag/Baglan/sekretaris)

Evidence Kriteria 4:
Dokumen laporan hasil evaluesl akuntabllitas kinerja

o

Evalussi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi [Aplikasi).

PERALATAN PENGUMPULAN DAN
ANALIBIS DATA KINERJA tidak dilakuken
manual melainkan terintegrasi semua unit
hingga pimpinean Satker melalui Jaringan/
LAN, analisis data, formulasl den sajian
Informaisi menggunekan ICT/web yang
mudah diakses kepada pihak yang
berkepentingan

Evidence kriteria §:
Aplikesi evaluasi BAKIP, Aplikesi Komdanas

4.c

Implementasi BAKIP telah meningkat Katana evaluasi Akuntabilitas
Kinegja Intarnal sehinggs memberikan kesan yang nyats (dampik) 14,850

f

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinssja interaal felah Aiindakianyatl,

LAPORAN HABIL TINDAK LANJUT DARI
Satakei dimana Target/Hasil/Rekomendas|
darl Monev-—>sudah dibuat (1)
Perencanaan tindak lanjut sesuai
rekomendasi berupa rencana aksi/inovasi-
tindakan lebihfjadwal/pengendalian, (2}
pelaksanaan Tinjut dan pengendalian, (3)
Laporan hasil Tinjut

(Contoh Format Laparan Haail Tindak
Lanjut Rekomendasi Evaluasi Kinerja)

Evidence kriteria 1:
Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntablitas




Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkorhendasi
hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.

BYARAT DATA BAKIP: Peningkaten
implementasi SBAKIP dibuktikan, data
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
MONEV TRIWULAN MENGHASILKAN: (1)
Hatker berupaya fokus dengan target akhir
RENSTRA, jika darurat bisa direviu
berdasarkan kondisi rill yang terjadi,
(2) PK disesuatkan mandat/Tusi
organisasi/crosscutting/anggaran/isu
strategis maka jika dipertukan dari hasil
Monev triwulan biss direviu,
[3) pengukuran kinerjs, terdapat analisis

andingan target dim PK secare
{4) pengelolpan data kinetja yaitu

' , pengolahan dan pelsporan:

ebih tertib,
|5) pelaparan kinerja menampilkan
informasi lsbih riil dan berkelanjutan mulai
triwulan--tahunan disempaiken ke pthak

{6) reviu den evaluasi kinetja atas
implementasi SAKIP olsh APIP nntuk
perbailtan sebelium dilaporkan (Perpres
28/2014 tentang SAKIP)

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimaniaatkan untuk perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Evidence kriteria 2:
Lakukan analiea terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil
evaluasi akuntablitas

PENCAPAIAN/OVER TARGET: Ade
informasi upaya-upeys perbaikan dan
peninghkatan akurtabilitas kinerja (misalnya
ditetapkan inovasi/budaya
kerja/pengendalian) sebagai tindak lanjut
rekomendasi hagil Monev Triwulan sehingga
di akhir tahun Target tercapai

Evidence kriterla &:
Lekuken analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjtit hasil
evaluagi akuntablitas

Haeil darj Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatken dalam mendulung efektifitas dan
efisiensi kinerja,

EFISIENSI: pada Fase |

Perencariaan Kinerja-->berkat Monev yaitu
HPS guatu PBJ suaty kegiatan yang lebih
rendah dar! nilai anggaran d| DPA tanpa
mengurangi Bpec urituk efisiensi,

Pada Fase Pengukuran Kinerja Triwulan -->
berkat Monev ada upaya penghematan
anggaran pelaksanean kegiatan ...dst
EFEKTIVITAS bahwa hasil rekomendasi
Morev Triwulan bersifat pengendalian
kinerja mendukung ke arah pencapaian
sasaran PK/Output/Outcomes kegiatan

BEvidence kriteria 4:

Lekukan analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil
evaluasi altuntablitas




ILUSTRASI LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUAS| KINERIA INTERNAL TRIWULAN |1 TA 2021

PERJANJIAN KINERJA volum/Target Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 2
No MONEV TW 2 {10 Juli 20...) TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 2
S I | M) Rl Bl o e | e R Aksl Tinjut Jadwal Pelal Tinjat Hasil Tindak Lanjut
ni o Capaian target | Efisiensi Sumber
sasaran daya




KOP SATKER

ILUSTRASI RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA

Tahun 20xx
|Nama Satker |
IKepala Satker |Bapak Budi
[Tahun Pelaksanaan J2021
100
T R Tugas dan Fungsi (Salin darf | Indikator Kinerja Utama | _Perjaniian Kinerja Tahun | Target w1 s TW3 | Penanggung
i Tusi masing2 bagian) {Renstra/Renja) 2021 Tahun 2021 Target _Inullngl Target  [Realisasi Target Jawab
lqkepaiaﬂ(etua Satker  |{Salin dari Perda Tusi) Indikator Kinerja Utama PK Satker dengan Pimpinan 50%
(Renstra/Renja) Ka Satker
24 Sekretaris |PK Ses ke Ka/Ketua Satker Sekret
Kabag.... 1.a PK Kabag ke atasan
Kabag ...
.......... dst
4iKabap... Kabag
Kasubag.... asubag ke atasanya
Kasubag....
5|Kasubag.... KasubaL.
Staf.... PK Staf ke atasanya
Staf.... |

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK SETIAP AKHIR MONEV PENGUKURAN KINERJA PER-TRIWULAN?

Yang dilakukan

1. Buat Jadwal MONEV pengukuran kinerja internal Triwulanan (tetapkan tanggal-tanggalnya

Perencanaan
2. Bagian Perencanaan membuat Undangan 1 pekan sebelum jadwal tersebut dan meminta setiap
Bagian membuat Laporan Kinerja Triwulan berjalan Perencanaan
3. Saat Monev masing-masing bagian mePRESENTASIKAN CAPAIAN/TARGET triwulan yang dievaluasi,
menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan, kendala jika ada sehingga target Kepala Bagian
tidak tercapai
4. Saat rapat Monev, buat notulen berisi Capaian target Triwulan berjalan dari setiap bagaian Target2
yang tidak tercapai berikut REKOMENDASI untuk DITINDAKLANJUT! Bagian ybs Patgpicanssn
5. Buat rahgkuman hasil Monev Triwulan berjalan berisi (Bagian, target belum tercapai, kendala,
rekomendasi tindak lanjut) Perencanaan
6, Setlap Bagian membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut Kepala Bagian




KAMUS IKU BLDK

KU : i1
; Usulan Alternatif

# Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfastkan untuk )

Nama KP| -_nenvelengggraan Puradliaf # lumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian
Mengukur jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahari

Definisi rekomendas| dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu sebagai bahan rekomendasi m?:g:::w: I::‘sarf::::::nd:;‘: l:;:::;:la:d:a:: ?::ﬁl:: g::itT:rlaﬂ
penyusunan RUU, PERMA, SEMA, Pedoman/Standar di Mahkamah Agung, Penyusunan ditahun be liaisan P i
Kurikulum Diklat, dil,
{A/B) * 100% (A/B) * 100%

Formula Perhitungan A= Jumlah Laporan Penelitlan A= Jumlah Laporan Penelitian
B= Target Laporan Penelitian B= Targét Laporan Penelitian

Satuan Digunakan #Jumiah # lumiah

Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggl semakin balk) Positif (semakin tinggl samakin baik)

Sasaran Diukur Meningkatnya kualitas hasil penelitian Menlngkatnya kualitas hasll penalitian

Sumber Data Laporan Penelitian Laporan Penelitian

Periode Pengambllari Data

Spot sesul jadwal penyelesaian laporan penelitian

Spot sesul jadwal penyelesaian [aporan penelitian ditshun berjalan

Metode Pengambilan Data

Arsip Pelaporan

Arsip Pelaporan

Frekuensl Pemantauan dan Pelaporan

Positif {(semakin tinggl semakin baik)

Posltif (semakin tinggi serakin balk)

. < 100% 100% fm— > 100%

Threshold/ Ambang Kinerja < 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab Kapusdiklat Teknis Kapusdikiat Teknis

1. # Jumlah standar layanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pendidikan |1, # Jumlah standar fayanan penyelenggaraan penelitian den pengembangan
KPI Terkait |dan pelatihan

2, # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan

dan pendidikan dan pelatihan
2, # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan

Keterangan Lain

Rekomendasi hasil penelitian terkait penyelenggaraan peradilan dalam bentuk memo dan
atau surat resmi kepada Plpinan dan unit terkalt

Rekemendasi hasil penelitian terkalt penyelenggaraan peradilan dalam
bentuk memo dan atau surat resmi kepada Plpinan dan unit terkalt




REKAP{TULAS! LAPORAN HASIL PENGUKLIRAN KINERIA INTERNAL FERIOTIK (TW 1, 2, 3, 4) TAHUN 2021

NAMA SATUAN KERIA
PERICDE PENGUKURAN v
PIMPINAN SATKER/BAGIAN : BAGIAN/ SUB.BAGIAN )* coret yang tak perlu
PENANGGUNG JAWAB HoS
ILUSTRASI FORMULIR PEMANTAUAN KINERJA BALITBANG DIKLAT KUMDIL
Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desemer 2021
I f
Triwwionan Semestey’ diisi denga | s dengan
Tatwnem angte */a/Rp f” b Threchels! Prasition
——
Dilat 1 25 b Q6% A 24 24
Diklat i ZSI 3 92% a3 % 23
Meninghatnya kompetensi SDM % SDM Peradilan yang meningkat kompetensinya
Peradilan d Bidan Teknls Peradilan  |setelsh mengikuti diklat teknis peraditan Diklat 111 5 0| s0% 20 50% 20 umes s sl
DCiklat 1V 20 19 95% 19| 95%| 19
Diklat v 5 5 100% &l 100%| 5
SUMLAH CAPAIAN KPf 1 100 " 1% a1
i 1 of o% o o
Meningkatnya kualitas hasil Parsi Leparan 00% 2000
penelitian dan pengembangan untuk * Nm':h Lapore o maf' shin pargus o Penefltan.... i : s 2 2
. yang untuk peny ggarsan Peradilsn
penyelenggaraan peradilan Laparan 1 1 100% 1) 100% i
Lsporan
ran
Esnalitan... 1 5l 1) 100%| 1
JUMLAH CAPAIAN KPi2 4 4 4
Fenyusunan
pedoman L.... & " o 9
1). #lurniah standar layanan Penyelenggaraan T
3
Penelitian dan Pengembangan dan Diklat s L 1 2 2 200% a
Penyusuran -
\zedoman k... i A o E 4
Periyusunan
Meningtatnya standar layanan pedemanl...... 1 100% i i [
| peryelengearaan penelitian dan Jumilah indikator 1 4 4l 100% 2
pengembangsn dan perdidikan dan | 2). # Indeks kepuasaan Peserta Ciklat terhadap Indeks kegiatan 18 5 = P 3
pelatiban Pervelensiaaan Kediklatan Didlat 1 &
Lo 419 | osx PR 4
Irdekilhusnﬂtm 419 4 a5eg 4 95% 4
i .
rd'éﬁalkeswtan 210 a| e 4| 95% 4
Irdeks kegiatan
Diiat 1 31 af esw *
Jumlzh indfkator 2 419 38
JUBMLAH CAPAIAN KPI3
trwa K Diclat | 35 | | 24
Ml e hensi ini % SDM Peradilan yang meningkat Kompetensi setelah | Diklat 1) 5 23 9% 1 23
Peradiian di bidang Manajemen dan okl o [ DiatT = —— 50 80% 50
Ke pinan at an Kef 1an at e 25
pemim Diklat IV 20 E I 19| o5%| 19
5i | | 5/ 100%| 5
JUMLAH CAPATAN XpPia 100| 91




ILUSTRASI ANALISIS EFISIENSI
SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN

AKUNTABEL
Data Realisasi Tahun 2021

Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi 2021 | Capaian Kinerja Target Realisasi Result
1). Jumlah sisa perkara Jumiah perkara
- Perdata 70% 65% 93% 50 46 93%
- Pidana 100% 100% 100% 40 40 100%
2). Jumiah perkara yang ditangani
- Perdata 70% 50% 71% 100 71 71%
- Pidana 100% 100% 100% 100 100 100%
Rata-rata capaian kinerja fisik 85% 7% 93% 290 258 89%
Rata-rata capaian kinerja keuangan 20.000.000.000 15.500.000.000 98% 20.000.000.000 19.500.000.000 98%
Kriteria :
Cpaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa
kegiatan penanganan perkara tidak efisien.

Biaya per perkara 68.965.517 75.623.269 Efisien

Capsian Kinerja Fisik Sasaran 1 efektif yaitu sebesar 93%.
Realisasi keuangan lehih kecil dari anggaran yaitu sebesar 98%

Karena capaian kinerja fisik (93%) < realisasi anggaran (98%), maka Sasaran 1 belum dicapai secara Efisien.

Ketidakefisienan tersebut disebabkan tinggi perkara perdata yang tidak selesai tepat waktu

Tindak perbaikan yang telah dilakukan

Kerjasama dengan penggugat dan PA/PN lain.

Belum ada
Tindak perbaikan yang akan dilakukan

Peningkatan kerjasama, pemastian keberadaan tergugat, kerjasama antar PA/PN
Peningkatan transparansi atas kasus kasus yang mengajukan upaya hukum.




CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA [KSTANSI PEMERINTAN

Sistematika 1 Fang edalah se i

Babl Pendakuluan
Pada bab ini dismpkam penjelasan \unum iswsi
4 P P nepek gy orpanitasn
LTI permasalahan ULIOTA fSrategec issued) yang redang
dihadapi organisast

Bab Il Persncansan Kinaria
Paca bYab mi divradl risagh Juehtivar
kinanga tahun yang bersargiutan,

Ba: Tl  Akuntabists Ninerja
A, Capaian Knare Orpanisast

Paria sub bab o dise) 11 4

untuk swtiap pemystan kinerfi sasaran sirategis

Organisats tesusi dngsn hasil pengud kinerja

orgamisasi. Usnituk seliap pernyatean kinera tataymn

sirefagis tersebur adalukan analicls cEpMan Kineoe
sabagm berilut:

1. Membhandinsian ntars target dan readisas)
kinane tabun wof;

2. Mumbandinghan antars raalitast kinefa sarta
capainn kinarje tahun inl dangan tahwn lalu dan
beberapa tabun teraldiis;

3. Membandingian mabisasi kinegs sampai dengun
fahus By dempan target jangka menengal yang
trdapet dolam daloumin perencenaan urateg

erpadLact

4. Membandungkan realisas) kinags tahun ini
dangsn viandar nasional Pika adaj;

& lisis penrtbab b lex /Regagalan ntaw
paningic /P kinans werts alt i
tolutl yeng telah dilaloulican;

4. Analius atas eficuns panggunsan sumber dagn;

s 1 f logg: yang

PAMYRIass bamecyag

B. Raalisas Anpgaran
Padn wub bad ins diarsdian cealicati anggzaran yang
dizunakan den yung teah  digunakan  unhdk
mewigudian  ioneia  orEMUAEMVL kUM dengan
dolumen Pagaeyan Kinegn.
Bab IV Panutup
Padp bad il darsican wumpalan amum atas capaian
lonega crgamisas: werta langkah di masa mandatans
yag alan dilakek 2 untak =
lasnanyh
Lempuan
1 Peganjian Xmena
2} Lain-lain yang disngesp peria

ST TN LULR Lttt PR SANAN KINERA,
ATVAN RER 1A

ANAK LAMPIRAN IIf 1.2
CONTGH PERNYATAAN FORMULIR TELAK DIREVIU

rEELL
Ha Lariram Amdehator Henssyn Turgat
iy 1= i o
Ragaian Amgpeann
L4
UK
Avaian Puicias, b et Paajsnes Sater

Faspalanin pans cian W Rdng LA paar 420 soaal; Le'a80 barat

so Faca Roiom b Gas g sy

& Paca tiem w20 e
Teabbl Meoek leltanuiera et padaalian eane Miranskutes

PERNTATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
TAHUN ANGOARAN
Kami wlah mereviu  Laporan  Kinega  instancd  pemerintah
ementerian/Lembags/Pamdi) untuk tabun  ARGEALET............. WS

Pedoman Raviu stas Lap Kinsosa, i ind iyang d
dalem Laporan Xmegh menjadi tanggung jEwab mansjemen
% i T i phr

Ravia bartujuan unfuk memberiksn keyakinar terbatas Iaporan leinaria
talah dicajilcats socarn akurst, andal, dan valid.

Berdasarian reviu koo, tdek terdapat kondisi ateu hal-hal yang
menimbulian parbedasn dalamt meymkini keandelan informasi yang
disagilionn di dalam txpetnn Kinarja ins.

(Nama Kots), (tanggal, bulan, tabnan)

1 .

frama Penands tangan)
N

detyan UNIEIST. JUAbEIIL SATIAR Kessa aratt deo s




LAMIPIRAR O

FERATURAN MENTERS PENDAYAGUIMAAR
AFPARATUR NEGARA DAN FEFORMASI BIROERAS!
REPUBLIK ROMOR 53 TAMUN 2014
TENTANG

PETUNJUK  TERMS PERIANJIAN  XINERJA,
FELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN EINERJA INSTANY PEMERINTAM

PETUNJUR TEXNES
PERYUSUMAN LAPORAY KINERSA INSTARS! PEMERINTAN

Pengeriicn Pelaporan Kinozia
Lap icinerj pad b L ale bilivas daxi petad tugns
dan fungel yang dip yakan kepnda tennp i » tniak ains

panggunsan  anjgacan. Hal  cerpamting  yeng  dipariub dalem
penyurunan lepersn Enernn adalah panpalwren kiserja dam evmbuasi

terta pangunghapan (diseh ) m dai hacil A hadap
penguleuran kinarja.

Tujuan pelaparen Kinvda

t. Membaerl # § lanerjn yang warvicur Bspads pamb

atas kinerja yang telah dan exharucnya dicapat,
2. Sebagsi upaya perbadkes  berkecimambungan  bagi  intimnci
P unnk plestkan ineanys,

P, & 1 o
L, &

Pada 4 ya lap lnnera d

elel sstanp tingleatmis ergamizasy

reng menyutun peranian kinena dan oyt fermnci 3

i, Ursien ciagleat orgaminaci

LR dan target kinerja yang & -

3. Pengularan leneris;

+ Ewal dan Lzt ldnerja usruk cebap casaran soratems atau hacd

prog ke drn kend kkiy yang tebaratnya terwupwd.
Anabizis i jugn m Joap aras pangp Ber duya,

ic h Fermat lap & ;! dapat pada aoalc lampwan 1171)

Penyampaisn Lepsran Kinerja

Pimpinan Satuan Koje menprusun dan o ik Lapor Wenargn
kapada Punpinan Uit Kerje. Pamponss unit kerja menyutus Isparan
kinerya tnhunan dagkat unn kens bBerdacarken proanjian knern yanp
di Jeatl dam e kapada 11 /Pi an Lembaga.

Menyen/ Pimpmnan...

e

a4, J Pivn g Lamsapn ¥ L x ja tahunen tinghat
Kementenan/Lembags Terdd 3 perjany Ielssery yang
ditand gani dan menyamprbon kepada A X gan, M i
Pe Pembang Hud-uulhph Badsm Parencamaan
Pembang, M L dan M Pandeyng Ap Hagora
dan Refe Birokrazi paling lambar 2 (dum) bulss zewlah takup
anggaran Seraikine.

1] P Lembay dapar P Tuata P ik
pelad ¥ | =k pemyamp peTian] kingrin dan
pelaperan kinaga.

Kepala S3KPD meayutun lhporan kinavia tahunas berdasarkan mum
idnerja yang ficepakan dan Y AT P ¥ tp

Gubamu:/Bupmi/Walilopts, paling lambar 3 dun) bulsn cerelah tabun
saggaran Sorakhir. Bupan/Wehlste menyucun Laperan Xinerjs tabupnan
pemernuak  Xnbupsten/Kaeex  Serducarkan panemjan  unengs 3--.;

ditand dan ¥ kepada  Gub M

A Pambang !I“h-aulqnln Badan hnum
Pembangunasn N 1, Menseri Pendayag AP Negara don
r Burn) dnn Dai Hagen: paling lambac 3 |tga)

bulan seulak tahun snggaran boraldir

Eacl T P B e

¢ i o - -
berd i yang  dutandatangemi  dan
menysmprikannys lapada Lenten W Pambang
Nasisnal/Kepaln Badan P Pambeng . { 3 M
Pandayag Ap Negara dan Refe 3 Birgh dan M,
Dalnm MNegeri pedmg lombas 3 itge) wulas b mhun 8
berakhar,

Gubernur/Bupad/Wablota  dapat  manetplkan  cuatu  perianuk

peiakianasn d med peny Per TU dan

pelnperan kinena.

Pongukuran Kinesje

Salaks catia fondati uiuma dalag -uum.lplna mansjaman kinerys adalah

penguikuran kinsia dalam e danys p b dalam

pelayanes publk dan B g D e il deng Ladeash

klavsfilent: output dra onteome yong akan drn ssheruznys dicapar unmk

— S o  yamg almntaieel

Fenguic lnega disloulons deng bandingkan antara kinann

yang [sthaniiayal secads despun ki yang dihnrapk Pungab

kinera im dilaloulean ceoava Serieeda (urenlnn) dan tahunsn. Pengukuras
Dan Pembsanduigan ..
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jn dalam laperan lkineria haruz  cukup

menggambarkan posici iner; ¥ ntah

Imdikmter Himarja

Indikeator kinerjn adalah ub keberhazilan yang menggambarkan
wudnys lbned) pumya bacil program dan hacil kegistan,

Indileator lunerja instanss pemariniab harus selaras antar smpkatan unit
organitazi. lndikcator lanerjn yang digunskan haru: memenubi kriterin

spesifikc. dapat divkur, dnpat dicapai, relevan, dan sesua dengan kurun
wraleria tettenmeoun.

ladikster Kinegn Utama

Indikkaser Kinens Usama [IKU) merupaken ulturan kebeshasgdan yang
menggambarkan lonerja utnme meransd pamerincah sesusi dengan rugac
fungn terta dat jcore dusitess) yang diemban. IKU dipdih dari

P gkat indil kkinerje yang berhacil didenufikaszi 4

memperhatikan p bisnis organizati dan kriteria indikater ionesia
yang buk, IKU perlu dustaphan oleh pimpinan Kemesterian/Lembags/
Pemsrintah Dasvah rebagai dater penilsian uwntuk setiap wngkatan
erganisasi Indieator Kinerja pada dnghat Kemanterian/Lembaga/
Pamarintah Daerah tekurang-lnurangnys adalah mdikator hacd fouscome)
tetunl  dengan kewensngan, tugac dan funguinya mesing-mecng.
Indikator kanesja pada unst kena (ceringkat Ezelon 1| ndalak mdideator
hmcil fouseome) dan atan keluaran foutpue) yang tetingkat lehik ungs dan
keluaran foutpus) unst kerja dik by, Indi kmenga pada wnit kerjn
featingkat Eselon If) sekurang-kurangnya adalah indikster keluaran
(outpun.

Pengumpulan Dete Kinerja

Sebagai salsh catu bgnruk trancparanz: dan ak bali serta ’
dahlas pengelel kinergs, makn data kinerja bharne: dikumputkan

dan duangium. Pengumpulan dan parang an harus perhnil

indikarer luneym yang digunak frake i pempumpul dain,

penangpungawal, mekamsme prrhitungan dan media vang digunakan.
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pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban
AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sehagai berikut:

Jika seluruh kriteria telah tetpenuhi (100%) dan telah
wmmsmm

Iil:a selnnl: h:luin iahh neq:aemln {1005} dan telah
mmmmmm&aM)mm
mandat kebijakan nasional

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenhi (>75% - 100%).

9%
80

70

o Jikakualitas sehagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
50

30

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpemahii (>25% - 50%).

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi

(>0% -25%).

Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuvhan kriteria
faian akuntabilitas kineri

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
A 90 terdapat beberapa wupaya yang bisa dihamgai  dari
pemenuhan kriteria tersebut.
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi {100%) sesuai
Jika kualitas sebagian besar kyiteria telah terpenuhi (>75% -
100%).
Jika kunlitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%
75%).
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% -
50%).
Jika kriteria penilaion alintahilitas kinerja telah mulai
dipenuhi (>0% - 25%j.
0 Jika sama sekali tidak ada upasya dalam pemenuhan

kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
AA 100 terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan

secara nasional

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
A 90 terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari
pemenuhan kriteria tersebut.
Jlkahmﬁmadmhmrhte!ahmpenm(lom&] sesuai
dengan mandat kebijakan nasional.
Jika kualitas schagian besar kriteria telab terpenuhi (>75%
100%}).
Jika kualitas sehagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%
75%).
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% -
50%).
Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telsh mulai
dipenuhi (>0% - 25%).
Jxkasamasehhtiﬁakadaupayadalampemenuhan

&
8
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